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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraluran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang #Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730) ,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undarng Nomor 12 Tahun 7934 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) :

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1897 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nemaor 3685; sebagaimana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 {Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaian Negara Nomor 4048,

4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanzh dar Bangunan (Lembaran Negara Tahun 19€7 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 {Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4288) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara TFahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 i{entang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400) ;

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421} ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah
{Lembaran MNegara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negare Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomar
108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548} ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anlara Pemenntah Pusal dan Pemerinlahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambabhan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Momor 108 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028) .

Peraturan Pemerintap Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenfang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tarabahan Lembaran
Negara Nomor 4133) |
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Peraturan Pemerintabh Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerab {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 4418), sebagaimana ielah diubah Ketiga kah
terakhir dengan Pedaturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
{Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712) :

Peraturan Pemerintah Nomeor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 temtang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 MWomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 137, Tambatan
Lembaran Negara Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentaag Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah {Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor 139, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelulaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4378) ;

Peraturan Pzmerintah Nomor 8% Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimzl (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara Nonor
4585} .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tanun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4614) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tehun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan delanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 :

Peraturan Daerah Keota Surabaya Nomor 10 Tahun 20032 tenlang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah {Lembaran
Daerab Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/4) .

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 terdang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2004 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah Ketiga kali terckhir
dengan Peraturan Daerab Kota Surabaya MNomor 4 Tahun 2007
(Lembarar Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor a) ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabhun Anggaran 2007
{Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomar 1) ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 8 Tahun 2007 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007
Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah Tahun Anggaran 2007
semuila bherjumiah Rp. 2.525.762 602.740,- bertambah sejumlah
Rp 194.782.897.614, - sehingga menjadi Rp. 2.720.545.600.354 - dengan
ringian sebagai berikut :

1.

Pendapatan ;
a. Semuia "~ Rp. 1.861.925.175.145 -
b. Bertambah Rp. 22.033.297.141,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.883.958 476 286 -

2. Belanja:

a. Semula Rp. 2.506.751.317.472 -
b. Bertambah Rp. 19.380.133.271 -
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.526.131.450.743.-

Defisit setelah perubahan Rp. (642.172.974 457 -)



3. Pembiayaan:

a. Penerimaan
1. Semula Rp. 6683.837 423 595, -

2. Bertambah  Rp. 172.749.700.473.-
Jumilah penerimaar setelah perubahan Rp. B836.587.124 068 -

‘B, Pengelyaran
1). Semula Rp. 18.011.285.268 -

2). Betambah Rp. 3.543.714.732.-

Jumlah pengeluaran seteiah perubahan RBp. 22555000000 -

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 814.032.124.068,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 171.859.149611 -
perubahan

Pasal 2
Penjabaran Perubahan AFPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebit lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasat 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikcta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wallkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Ok.ober 2007

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONG

Diundangkan di ................._.
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOF. 49
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisien fidang Adrministrasi Pemerintahan

i€hata Tingkat |
NIP. 010 251 424



